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Bab 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya. Keberadaanya 

sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan 

wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya. Seiring pertumbuhan penduduk 

yang dinamis pada saat ini keberadaan lahan pertanian terancam untuk kebutuhan lain 

seperti perumahan, industri dan sebagainya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. 

Pengan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan 

pangan harus mencukupi kebutuhan seluruh rakyat dan wisatawan yang berkunjung di 

wilayah Kabupaten Purwakarta. Kelebihan atas kebutuhan pangan rakyat dan wisatawan 

menjadi sumber cadangan pangan dalam rangka menunjuang kemandirian pangan 

nasional. Kemandirian pangan mutlak membutuhkan ketersediaan lahan pertanian 

berkelanjutan, sebab lahan pertanian merupakan aset dalam pembangunan pertanian. 

Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi 

lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut. Bagi sektor 

pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan. Berbeda dengan 

penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama penyakit, kekeringan, banjir 

dan faktor lainnya lebih bersifat sementara, maka penurunan produksi yang diakibatkan 

oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, Sehingga 

berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan 

dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal 

maupun nasional. 

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, maka 

diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan non pertanian dengan menjadikan aspek daya dukung lingkungan dan 
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ketersediaan lahan sebagai salah satu pertimbangan. Salah satu upaya pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu 

didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan yang (1) menjamin tersedianya 

lahan pertanian yang cukup, (2) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

ke penggunaan nonpertanian secara tidak terkendali, dan (3) menjamin akses 

masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia. 

Perlindungan lahan pertanian produktif berkelanjutan menyangkut kepentingan 

berbagai pihak yang saling bersinegi maupun kontradiktif. Kepentingan kontradiktif 

timbul karena pertambahan jumlah penduduk, peningkatan taraf hidup rakyat, perbaikan 

pelayanan publik yang membutuhkan lahan untuk pemukiman, perkantoran, pertokoan, 

dan infastruktur fisik lainnya. Menselaraskan kepentingan yang kontradiktif dengan 

perlindungan lahan pertanian produktif berkelanjutan memerlukan pengaturan dalam 

peraturan daerah sekaligus menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang  

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, sebagai penegasan atas pentingnya perlindungan terhadap 

ketersediaan lahan pertanian pangan jangka panjang, serta pengaturan yang berkaitan 

dengan pelestarian lahan pertanian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian melalui 

pertimbangan yang seksama dan bijaksana. 

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian 

berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara 

optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa 

harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring 

dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang 

perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. 

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu 

dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk segera mengatasi 

maupun menyelesaikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan perlindungan lahan 

pertanian di Kabupaten Purwakarta 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Perubahan tatanan hukum tentang pertanian serta penataan pedoman alih fungsi lahan 

pertanian yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di 

Kabupaten Purwakarta merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai 

pergeseran tatanan kehidupan sosial ekonomi, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu 

terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi 

semakin rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkontrol, maka yang 

perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk 

mewujudkan Kabapaten Purwakarta yang sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap 

lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

1) Apa kriteria untuk pedoman perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

yang dibatasi dan terhadap siapa pembatasan tersebut diberlakukan/diterapkan? 

2) Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara dan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? 

3) Apa argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? 

4) Apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila 

ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? 

5) Apa sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan? 

6) Bagaimanakah sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pedoman 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1  Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 

1) Merumuskan kriteria pedoman perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan yang harus dibatasi dan terhadap siapa pembatasan ini diterapkan. 

2) Menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan 
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adanya pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. 

3) Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya 

pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

4) Menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan 

apabila ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

5) Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

6) Menguraikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pedoman 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

7) Menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

1.3.2  Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan dalam pengambilan 

kebijakan masyarakat tentang pedoman perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi 

serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program Legislasi Daerah 

(Prolegda). 

1.4 Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah 

metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka 

sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) 

seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta 

hasil penelitian yang akan dipergunakan. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan Perundang- undangan dan putusan-putusan hakim. 

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
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kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan 

pengadilan (bahan- bahan tersier)1. 

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara 

deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu 

perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (legal drafter). Penyusunan 

naskah akademik tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini juga 

didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak 

hanya dari, tetapi juga dari daerah lain. 

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari 

berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan. 

 

 

 
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Tahun 2007, hlm. 141 
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Bab 2 

Kajian Teoritik dan Praktik Empirik 

2.1 Kajian Teoritik 

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama 

bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya 

lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan 

permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh 

karena itu perkembagan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan 

ditentukan oleh perkembagan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya 

komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan 

komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa 

kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan 

untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan 

permintaan lahan untuk kegiatan pertanian . 

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk 

penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke non pertanian, dan biasanya 

dalam pengalih fungsiannya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem 

lingkungan alam sawah itu sendiri . 

Menurut Rustiadi dan Reti, konversi atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi 

sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang 

menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Alih fungsi lahan terjadi 

sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang terus 

meningkat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya 

alam yang didorong oleh meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan 

lahan serta adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan primer, 

khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumber daya ke sektor sekunder 

(manufaktur) dan sektor tersier (jasa). Iqbal dan Sumaryanto, mengemukakan bahwa 
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sawah merupakan lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan. Rustiadi 

menyatakan bahwa dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari 

aktivitas dengan tingkat land rent lebih rendah ke aktivitas dengan tingkat land rent lebih 

tinggi. Menurut Barlowe, nilai land rent memiliki hubungan yang erat dengan alokasi 

sumber daya lahan di antara berbagai kompetisi penggunaan sektor komersial dan 

strategis . 

Menurut Malthus dalam bukunya yang Berjudul principles of population menyebutkan 

bahwa perkembagan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis 

terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyatanaan bahwa lahan pertaian 

sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk 

produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak 

justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaanya karena digunakan untuk 

membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya . 

Karena perkembangan yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi 

pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia. 

Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara 

keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. 

Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia. 

Malthus berpendapat bahwa pada umumnya penduduk suatu negara mempunyai 

kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berlipat ganda tiap 

30-40 tahun. Pada saat yang sama karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang 

semakin berkurang (deminishing return) dari suatu faktor produksi yang jumlahnya 

tetap maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini 

karena setiap anggota masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin sempit, 

maka kontribusi marjinalnya atas produksi pangan akan semakin menurun. 

Pada dasarnya pengalih fungsian lahan biasa terjadi dengan diawali penjualan lahan, dan 

pendek cerita, mungkin uang hasil penjualan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan 

petani, tetapi karena umumnya sebagain besar uang hasil penjualan tersebut 
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dibelanjakan untuk aset nonproduktif seperti membuat/rehabilitasi rumah dan 

pembelian kendaraan, maka lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama 

akan semakin sempit yang dalam jangka panjang akan semakin menurunkan skala 

usahanya. Peralihan lahan sawah bisa saja diiringi oleh penurunan tingkat kesejahteraan 

petani, ini dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, 

yang secara keseluruhan bermuara kepada penurunan pendapatan. 

Perubahan penggunaan lahan akan mengarah kepada land rent yang lebih tinggi, 

sehingga secara ekonomi demand lahan akan dideterminasi oleh surplusnya. Ketika suatu 

lahan berubah fungsi, maka seharusnya secara agregat output wilayahpun meningkat 

pula akibatnya adalah peningkatan produktifitas lahan. Banyaknya lahan guntai disekitar 

lahan yang telah mengalami alih fungsi, dengan motivi spekulasi lahan. 

Selain itu dengan nilai land rent kegiatan pertanian yang rendah maka secara logis 

pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya alokasi lahan yang bisa ke sektor 

ekonomi lain dan menimbulkan konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian 

tersebut cenderung terjadi pada lahan pertanian berproduktivitas tinggi seperti lahan 

sawah beririgasi. Kecenderungan demikian sangat tidak menguntungkan kerja di 

pedesaan namun terkesan sulit dihindari. Dua faktor utama yang dapat menjadi 

penyebabnya adalah : 

1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi merupakan faktor positif dominan yang 

berpengaruh terhadap preferensi investor dalam memilih lokasi lahan yang akan 

dibangun untuk kegiatan di luar pertanian. Infrastruktur tersebut secara umum lebih 

tersedia di daerah pertanian yang sudah berkembang akibat pembangunan masa lalu. 

Konsekuensinya adalah permintaan lahan oleh investor cenderung lebih tinggi di daerah 

pertanian yang sudah berkembang, utamanya yang mendekati sasaran konsumennya 

seperti di daerah pinggiran kota. 

2) Perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif lemah. 

Kondisi demikian dapat terjadi akibat penilaian pasar terhadap lahan pertanian yang 

cenderung under estimate karena lahan pertanian dianggap hanya menghasilkan 

komoditas pertanian yang berharga murah dan bernilai tambah rendah. Persepsi 
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demikian melekat pada hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk para ekonom 

makropun persepsi demikian sangat dominan sehingga pertumbuhan ekonomi Yang 

direfleksikan dalam pertumbuhan GDP (gross domestic product) hanya diukur dari nilai 

produksi pertanian secara fisik, padahal lahan pertanian memiliki multifungsi yang 

sangat luas secara lingkungan dan sosial. Persepsi demikian pula yang menyebabkan 

konversi lahan pertanian seringkali berlangsung dengan dukungan birokrasi daerah 

dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.1.1  Kriteria Sistem Pertanian Berkelanjutan 

Secara garis besar Zamor mengemukakan kriteria sistem pertanian berkelanjutan, yakni: 

a) Keberlanjutan Secara Ekonomi 

Pola pertanian yang dikembangkan bisa menjamin investasi dalam bentuk tenaga 

dan biaya yang telah dikeluarkan petani, dan hasil yang didapat petani mencukupi 

kebutuhan keluarganya secara layak. Keberlanjutan ekonomi berarti juga 

meminimalkan atau bahkan meniadakan biaya eksternal dalam proses produksi 

pertanian. Dalam poin keberlanjutan ekonomi ini, masih banyak terlihat bahwa 

petani (dan pertanian) kita belum substain secara ekonomi dalam pengelolaan 

pertaniannya. Sebagai contoh, di lapangan kita banyak menjumpai petani yang 

harus (terus-menerus) berutang menjelang musim tanam (untuk biaya produksi 

dan alat). Ketergantungan petani atas input dari luar (terutama pupuk dan 

pestisida) adalah bukti paling nyata. Jadi kita harus memulai (saat ini juga) 

memperkenalkan kepada para petani kita beberapa alternatif model pertanian, 

sehingga kemandirian petani lebih terjamin, selain itu juga ramah lingkungan. Di 

beberapa tempat lain, sistem pertanian hutan-tani (agroforestry) justru dapat 

menjadi jalan keluar. 

b) Keberlanjutan Ekologi 

Keberlanjutan ekologis adalah upaya mengembangkan agroekosistem agar 

memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kurun waktu yang lama melalui 

pengelolaan terpadu untuk memelihara dan mendorong peningkatan fungsi 
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sumber daya alam yang ada. Pengembangan sistem juga berorientasi pada 

keragaman hayati (biodiversity). 

c) Keadilan Sosial dan Kesesuaiam dengan Budaya Lokal 

Selain berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, syarat mutlak sistem 

pertanian berkelanjutan adalah keadilan sosial, dan kesesuaian dengan budaya 

lokal, yakni penghargaan martabat dan hak asasi individu serta kelompok untuk 

mendapat perlakuan adil. Misalnya adanya perlindungan yang lebih tegas atas hak 

petani dalam penguasaan lahan, benih dan teknologi lokal yang sering “dibajak” 

oleh kaum pemodal. Sistem yang harus dibangun juga menyediakan fasilitas untuk 

mengakses informasi, pasar dan sumberdaya yang terkait pertanian. Hal mana 

harus menjamin “harga keringat petani” untuk mendapat nilai tukar yang layak, 

untuk kesejahteraan keluarga tani dan keberlanjutan modal usaha tani. Khususnya 

akses atas lahan harus kembali dievaluasi dalam rangka menegakkan keadilan, 

dengan tanpa membedakan jenis kelamin, posisi sosial, agama dan etnis. Contoh 

adanya ketimpangan keadilan adalah (dalam konvensi di Indonesia) bila istri 

melakukan transaksi hak atas tanah, oleh Notaris akan dimintakan surat kuasa 

dari suaminya. Sementara itu, budaya pertanian lokal sering kali dilecehkan. 

Misalnya, sistem ladang berpindah orang Dayak sering dituduh merusak 

lingkungan (yang benar, orang Dayak menggilirkan lahan secara berputar/siklus, 

bukan berladang berpindah pindah). Padahal sistem itu justru melestarikan 

lingkungan dan sudah teruji berabad-abad. Namun kebiasaan orang Dayak 

menggulirkan siklus lahan ini dijadikan kambing hitam atas dosa lingkungan dari 

jaringan penjarah kayu serta penjarah hutan hak ulayat suku. 

2.1.2  Teknik Analisis 

2.1.2.1  Analisis Kemampuan Lahan 

Kemampuan lahan merupakan harkat lahan yang ditetapkan menurut macam pengolahan 

atau syarat pengelohan yang diperlukan berkenaan dengan pengendalian bahaya 

degradasi lahan atau penekanan resiko kerusakan lahan selama penggunaanya untuk 

suatu maksud tertentu, atau berkenaan dengan pemulihan lahan yang telah menunjukkan 

gejala-gejala degradasi. Makin rumit pengolahan yang diperlukan, kemampuan lahan 
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untuk penggunaan termaksud dinilai makin rendah. Kualitas lahan merupakan kendala 

fisik yang menjadi hambatan besar dan membatasi aktivitas pembangunan. Keterbatasan 

kemampuan lahan menunjukkan bahwa tidak semua upaya pemanfaatan lahan dapat 

didukung oleh lahan tersebut. Kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya 

pemanfaatannya, akan sangat tergantung dari faktor-faktor fisik dasar yang terdapat 

pada lahan tersebut, baik berupa lingkungan hidrologi, geologi dan atmosfir. 

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan optimasi pemanfaatan lahan dengan 

mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan lahan secara seksama sehingga dapat 

mengambil keputusan pemanfaatan lahan yang paling menguntungkan. Prinsip 

penentuan kemampuan lahan untuk suatu pemanfaatan, pada dasarnya dilakukan 

dengan pertimbangan berbagai aspek diantaranya aspek fisik, untuk menghindari 

munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak optimal. Dampak negatif yang 

muncul dari pemanfaatan lahan yang melebih kemampuannnya berupa penurunan 

kualitas lingkungan seperti terjadi bencana banjir, tanah longsor dan penurunan muka air 

tanah. 

Gideon Golany menyatakan bahwa kemampuan lahan pengembangan kegiatan pada 

dasarnya harus memperhatikan kondisi fisik dasarnya, keberadaan tenaga kerja dan 

pasar potensial, jaringan transportasi (terutama kemudahan untuk menghubungkan 

lokasi dengan simpul ekonomi utama regional), jaringan utilitas atau potensi 

pengembangan utilitasnya, maupun kemudahan atau intensif pemerintah daerahnya 

yang umumnya diberikan dalam sistem perpajakannya (Golany,1976 dalam Murdiono 

1994:36). Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, potensi pengembangan wilayah 

tersebut dapat dipastikan memiliki prospek yang cerah. Pemanfaatan lahan yang tidak 

sesuai kemampuannya mengakibatkan pemanfaatan lahannya tidak menjadi optimal dan 

cenderung menurunkan kualitas lingkungan. Kemampuan lahan untuk dapat mendukung 

pemanfaatan lahan akan sangat tergantung pada faktor-faktor dasar yang terdapat dalam 

lahan tersebut, baik berupa lingkungan hidrologi, kemiringan, batuan/ tanah dan lain-

lain. Penekanan pada kondisi kemampuan lahan membawa konsekuensi bahwa penilaian 

kesesuaian lahan hanya terkait dengan karakteristik fisik dasar eksisting wilayah 

tersebut . 
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a) SKL Morfologi. Analisis Kemampuan Lahan secara morfologi dilakukan untuk 

mengidentifikasi bentuk bentang alam pada suatu wilayah perencanaan yang 

mampu di kembangkan sesuai dengan fungsinya. Analisis Kemampuan Lahan 

secara Morfologi berupa peta Satuan Kemampuan Lahan (SKL) morfologi yang 

merupakan hasil overlay Peta Morfologi dan Peta Kemiringan Lereng. Dalam 

melakukan pemilahan bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau 

kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya 

maka di perlukan suatu analisis dengan melakukan Satuan Kemampuan Lahan 

(SKL) Morfologi. 

b) SKL Ketersediaan Air. Setelah morfologi, syarat mutlak untuk kegiatan lahan 

pertanian basah yaitu ketersediaan air yang baik untuk menunjang kegiatan 

tersebut. Baik air tanah maupun air permukaan (sungai). 

c) SKL Kestabilan Lereng. Analisis Kemampuan Lahan dilihat dari sisi kestabilan 

lereng mengidentifikasi tingkat kemantapan lereng. Lingkup dalam melakukan 

analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Lereng yaitu untuk mengetahui tingkat 

kemantapan lereng di suatu wilayah atau kawasan dalam menerima beban pada 

pengembangan wilayah dan kawasan. Beberapa data penunjang untuk mencapai 

sasaran yang akan mengantarkan ke tujuan akhir atau hasil tersebut. Data-data 

yang dibutuhkan yaitu Peta Topografi, dan Peta Kemiringan Lereng. Setelah data-

data yang di butuhkan di kumpulkan dan di lakukan analisis maka data tersebut 

akan menghasilkan Peta Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng dan 

dapat mendeskripsikan tingkatan kestabilan lereng 

d) SKL Gerakan Tanah. Lahan pertanian basah harus berada pada lahan yang tidak 

rawan bencana, gerakan tanah. Lahan pertanian basah yang terdapat di kawasan 

rawan gerakan tanah sangat berpotensi besar mengalami gagal panen bahkan 

kerusakan lahan pertanian yang permanen . 

2.1.2.2  Analisis Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu penggunaan 

tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Perbedaan dalam tingkat kesesuaian 

ditentukan oleh hubungan antara keuntungan dan masukan yang diperlukan sehubungan 

dengan penggunaan lahan tersebut. Dalam bentuknya yang sangat kuantitatif, kesesuaian 
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lahan dinyatakan dalam istilah ekonomi dari masukan dan keluaran atau dalam hasilnya 

berupa pendapatan bersih atau di daerah-daerah berkembang berupa tingkatan 

kehidupan masyarakat taninya. Tujuan daripada evaluasi kesesuaian lahan adalah untuk 

memberikan penilaian kesesuaian lahan untuk tujuan-tujuan yang telah 

dipertimbangkan. Manfaat evaluasi kesesuaian lahan adalah memberikan pengertian 

tentang hubungan-hubungan antara kondisi lahan dan penggunaannya, serta 

memberikan kepada perencana berbagai perbandingan dan alternatif pilihan 

penggunaan yang dapat diharapkan berhasil. Menurut FAO (1976) dalam Sitorus (2004) 

struktur klasifikasi kesesuaian lahan dibagi menjadi empat kategori yaitu: Order 

kesesuaian, Kelas kesesuaian, Subkelas kesesuaian, dan Unit kesesuaian. 

Order kesesuaian lahan mencerminkan macam kesesuaiannya, kelas kesesuaian 

mencerminkan derajat kesesuaian lahan dalam order, subkelas kesesuaian 

mencerminkan macam hambatan atau macam perbaikan utama yang dibutuhkan dalam 

kelas. Unit kesesuaian lahan mencerminkan perbedaan-perbedaan minor yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan subkelas. Order kesesuaian lahan dapat dibagi menjadi 

dua yaitu: Order sesuai (S) dan order tidak sesuai (N) bagi penggunaan yang 

dipertimbangkan. Order sesuai (S) adalah lahan yang dapat dipergunakan secara 

berkelangsungan untuk suatu tujuan yang telah dipertimbangkan. Keuntungan dari hasil 

pengelolaan lahan akan memuaskan setelah dikalkulasi dengan masukan yang diberikan, 

tanpa adanya resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. 

Order tidak sesuai (N) adalah lahan yang apabila dikelola, mempunyai kesulitan 

sedemikian rupa sehingga mencegah penggunaannya untuk suatu tujuan yang telah 

direncanakan. Lahan ini tidak sesuai digunakan untuk pertanian karena berbagai 

hambatan. Order sesuai (S) dapat dibagi lagi menjadi kelas-kelas. Jumlah kelas pada order 

sesuai tidak ditentukan, tetapi diusahakan sesedikit mungkin untuk memudahkan 

interpretasi. Dalam hal ini terdapat tiga kelas dalam order sesuai yang didefinisikan 

secara kuantitatif adalah sebagai berikut: 

a) Kelas S1 (sangat sesuai) adalah lahan yang tidak mempunyai pembatas serius 

dalam menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas 
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yang tidak berarti yang tidak secara nyata berpengaruh terhadap produksinya dan 

tidak menaikkan masukan melebihi yang biasa diberikan. 

b) Kelas S2 (cukup sesuai) adalah lahan yang mempunyai pembatas agak berat untuk 

suatu penggunaan yang lestari. Pembatas tersebut akan mengurangi produktivitas 

dan  keuntungan, dan meningkatkan masukan yang diperlukan. 

c) Kelas S3 (sesuai marginal) adalah lahan yang mempunyai pembatas yang sangat 

berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas atau keuntungan dan perlu menaikkan masukan yang diperlukan. 

Sub kelas kesesuaian lahan mencerminkan jenis pembatas atau macam perbaikan yang 

diperlukan dalam suatu kelas. Tiap kelas dapat dibagi menjadi satu atau lebih sub kelas 

tergantung dari jenis pembatas yang ada. Untuk kelas S1, tidak ada faktor pembatas. 

Sebagai contoh kelas S2 yang mempunyai faktor pembatas kedalaman efektif (r) akan 

menurunkan sub kelas menjadi S2r. 

Kesesuaian lahan pada tingkat satuan (unit) merupakan pembagian lebih lanjut dari sub 

kelas. Semua satuan (unit) dalam satu sub kelas mempunyai tingkat kesesuaian yang 

sama dalam kelas dan mempunyai jenis pembatas yang sama pada tingkat sub kelas. 

Satuan-satuan yang satu berbeda dengan yang lainnya dalam sifat-sifat atau aspek 

tambahan dari pengelolaan yang diperlukan dan sering merupakan pembatas datail dari 

pembatasnya. Dengan diketahuinya pembats secara detail, akan memudahkan penafsiran 

perencanaan pada tingkat usahatani. Simbol kesesuaian lahan pada tingkat satuan (unit) 

dibedakan oleh angka-angka yang ditempatkan setelah simbul subkelas. 

Kesesuaian lahan aktual atau kesesuaian lahan pada saat ini (current suitability) adalah 

kesesuaian lahan yang dihasilkan berdasarkan data yang belum mempertimbangkan 

asumsi atau usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap satuan peta. 

Sebagaimana diketahui bahwa faktor pembatas yang kemungkinan terdapat di satuan 

peta yang dievaluasi, ada yang sifatnya permanen dan tidak memungkinkan untuk dapat 

diperbaiki atau tidak ekonomis. Di lain pihak ada faktor pembatas yang dapat diatasi atau 

diperbaiki dan secara ekonomi masih menguntungkan dengan masukan teknologi yang 

tepat . 
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2.1.2.3  Analisis Perubahan Lahan Pertanian Lahan Basah 

Dalam analisis ini, akan dilakukan dilakukan perbandingan luasan atau sebaran 

penggunaan lahan sawah tahun terdahulu dengan penggunaan lahan sawah tahun 2017. 

Kemudian akan dilakukan tumpang tindih peta (overlay) untuk mengetahui besaran 

perkembangan penggunaan lahan serta arah kecenderungan perkembangan penggunaan 

lahan yang terjadi. 

2.1.2.4  Analisis Penentuan Lokasi Potensial Kawasan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama 

pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur 

penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan nasional. Di dalam menentukan lokasi potensial kawasan pertanian 

pangan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta diperlukan analisis ini mengoverlaykan 

berbagai peta dengan menggunakan program ArcGis 10.2 . Berikut tahap dalam 

menentukan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: 

a) Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

Pada penentuan lokasi lahan potensial untuk LP2B dilakukan dengan 3 (tiga) 

kriteria yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

No Kriteria Parameter 

1 Potensi teknis dan 
Kesesuaian Lahan 

• Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan 
Pertanian Pangan     Berkelanjutan; 

• Lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai 
Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan    
memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi 
tanah dan air; 

• Lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan 
besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) 
mm/tahun. 
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No Kriteria Parameter 

2 Infrastruktur Dasar Ketentuan ketersedian infrastruktur dasar pada Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut: 
a. Ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
b. Dalam hal jenis Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan 

merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan 
irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan 
tersier. 

c. Dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus 
tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau 
telah tersedia rencana jaringan drainase tersier. 

d. Dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia 
rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air 
bawah tanah. 

e. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan 
sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil 
pertanian. 

3 Dimanfaatkan 
sebagai Lahan 
Pertanian Pangan 

a. Diukur dengan besaran produktivitas, intensitas 
pertanaman. 

b. Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-
masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: 

• Padi 3 ton/ha  
Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang 
surut/lebak, masing- masing komoditas pangan pokok 
adalah sebagai berikut: 

• Padi 2 ton/ha 
Produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan   
Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, 
masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai 
berikut: 

• Padi 2 ton/ha 
Intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok 
semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak 
atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun. 

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 

b) Identifikasi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) didefinisikan sebagai 

lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan 

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian 
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Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Pemetaan LCP2B potensial ini 

juga menggunakan basis model SIG. 

c) Penentuan Lokasi Potensial Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian 

terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

2.2 Kajian Asas/Prinsip 

2.2.1  Asas Manfaat 

Suatu Undang-Undang perlu juga memperhatikan prinsip atau asas manfaat. Asas 

manfaat dalam pembentukan suatu Undang- undang mengacu kepada pengertian bahwa 

Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. 

Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah “greatest good for the greatest number 

of citizens” yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham . 

Pembatasan aktifitas pada rancangan undang-undang pedoman organisasi dan tata 

pemerintah desa dengan mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan 

kebermanfaatan dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai gerakan 

yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan 

dalam kehidupan. 

2.2.2  Asas Kepentingan Umum 

Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada kewenangan negara 

untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Dalam hal ini negara dapat 

menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum. 

Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan 

seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait 

dengan apa yang diberikan oleh negara. 
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Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat 

umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. 

Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 b 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 

menyatakan bahwa kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa dan Negara 

dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai 

dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepentingan umum 

adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain 

dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-

kepentingan lain. 

Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang- undangan tetap 

dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam 

peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada 

rumusan Undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih 

luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan 

kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat 

dan keadaan. 

2.2.3  Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial 

Pada asas ini dijabarkan peran hukum sebagai “sarana rekayasa sosial” atau sarana untuk 

menentukan arah pembangunan masyarakat yang dikehendaki agar lebih baik. Hukum 

sebagai sarana perubahan sosial (law as tool of social engineering) menuju kondisi 

hukum yang lebih baik ini diungkapkan oleh Roscoe Pound. 

Dalam Undang-undang ini, penggunaan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat 

penting sebab pembentukan Undang- undang keuangan desa adalah upaya mengubah 

serta memperbaiki kebiasaan masyarakat dari keterbatasan menjadi lebih fleksibel dan 

berkesinambungan. 
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Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke ruang publik, perlu sosialisasi 

yang massal agar informasi yang akurat sampai ke masyarakat dan merekonstruksi 

kesadaran hukum baru . Peran hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana 

rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan transaksi 

penting. Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang 

benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam misi atas perubahan sosial tersebut . 

2.3 Praktek Pelaksanaan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa 

2.3.1  Telah ada ketentuan sebelumnya 

a. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-

RI/2001 tentangPembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

d. Undang-undangNomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

h. PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi 

Lahan 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2012 Tentang Insentif Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

2.3.2  Pentingnya Sosialisasi peraturan tentang pedoman organisasi dan tata pemerintah 

desa 

Sasaran sosialisasi peraturan tentang perlindungan lahan pertanian   pangan   

berkelanjutan   yakni   seluruh   masyarakat Kabupaten Purwakarta yang   berdomisili   

pada   wilayah   pemerintahan Kabupaten Purwakarta dengan orientasi untuk 

pemanfaatan struktur hukum yang terbarukan. Upaya sosialisasi dilaksanakan untuk 

menghindar kesalahan dalam menafsir maupun mempraktekkan fungsi dan tujuan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Strategi sosialisasi yang sekiranya 

dapat dilakukan lewat media tulis, media sosial ataupun tatap muka, maka dengan 

demikian diharapkan akan terjadi transformasi informasi serta pengetahuan tentang 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

2.4 Dampak Pembatasan 

2.4.1  Aspek sosial kemasyarakatan 

Pembatasan kesempatan ketika seseorang atau kelompok yang akan mengkonversikan 

lahan pertanian pada tingkatan tertentu serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan 

dalam proses tersebut mengakibatkan adanya peningkatan atau perubahan fungsi lahan, 

sebagai salah satu bagian dan objektifikasi bahwa yang bersangkutan dibatasi serta 

menjalankan fungsi dari perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
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Apa yang kemudian menjadi dampak akibat peraturan tersebut merupakan konsekuensi 

logis sebagai akibat dari pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan. 

2.4.2  Aspek penegakan hukum 

Penegakan hukum dari ketentuan, dalam hal ini penegakan hukum dalam arti sempit, 

yaitu upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, memerlukan pula suatu daya paksa 

guna memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya 

2.5 Dampak Pembebanan Keuangan Daerah 

2.5.1  Biaya Penyusunan Undang-undang 

Biaya penyusunan Undang-undang yang diperlukan adalah sejak dari penyusunan draft 

awal Undang-undang pedoman organisasi dan tata   kerja   pemerintah   desa   di   

Pemerintah   Daerah Kabupaten Purwakarta, biaya pembahasan antar lembaga, biaya 

harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. 

2.5.2  Biaya Pembahasan Undang-undang 

Biaya pembahasan Undang-undang meliputi penggandaan dan penjilidan Naskah 

Akademik dan Undang-undangnya, biaya pembahasan penyusunan      antara pemerintah 

Daerah Kabupaten Purwakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Purwakarta 

2.5.3  Biaya Pencetakan Resmi Naskah Undang-undang 

Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan naskah resmi dalam lembaran 

Negara dan tambahan lembaran negara, dan pengirimannya ke instansi resmi dan 

masyarakat. 

2.5.4  Biaya Sosialisasi Undang-undang 

Pengaturan mengenai pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa merupakan 

sesuatu yang baru bagi sebagian besar masyarakat, sehingga untuk memasyarakatkannya 
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diperlukan sosialisasi secara gencar dan berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan 

harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik. 

Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau daerah otonom, biaya yang dibutuhkan 

cukup besar karena harus mampu menjangkau daerah-daerah pada lokasi yang sulit 

untuk diakses. 

2.5.5  Kelembagaan 

Kelembagaan sebaiknya dengan memberikan kewenangan terhadap lembaga yang sudah 

ada. Akan tetapi yang diperlukan adalah adanya biaya untuk melakukan koordinasi antar 

lembaga terkait agar jelas peran dan fungsi masing-masing lembaga karena dalam 

pelaksanaannya peraturan daerah mengenai pedoman perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan akan terkait sejak dari pelaksanaan, pengawasannya dan 

penegakan hukumnya. 

2.6 Dampak Positif 

Dampak positif yang akan timbul dengan hadirnya Peraturan Daerah Perlindungan lahan 

pertanian yang berkelanjutan diantaranya dari aspek ekonomi. Efek domino yang 

ditimbulkan dari perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan dalah 

keberlanjutannya aspek ekonomi petani itu sendiri. Petani akan merasa aman untuk 

menjalankan profesinya dengan adanya perlindungan lahan yang dimilikinya. Dengan 

adanya rasa aman dalam bekerja akan memberikan dampak ekonomi bagi petani dan 

keluarganya. 

Selain aspek ekonomi Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan lahan pertanian yang 

berkelanjutan juga akan berdampak positif pada terjaganya ekologi. Keberlanjutan 

ekologis akan mengembangkan agroekosistem agar memiliki kemampuan untuk 

bertahan dalam kurun waktu yang lama melalui pengelolaan terpadu untuk memelihara 

dan mendorong peningkatan fungsi sumber daya alam yang ada. 
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2.7 Dampak Negatif 

Selain dampak positif yang akan timbul dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah 

Perlindungan Lahan Pertanian yang Berkelanjutan juga akan menimbulkan dampak 

negatif diantaranya terbatasnya pembangunan disektor non pertanian. Lahan yang telah 

terlindungi akan susah untuk dijadikan sebagai lahan untuk pembagunan non pertanian. 

Hal ini tentunya akan membatasi peluang terbukanya lapangan pekerjaan diluar sektor 

pertanian. 
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Bab 3 

Analisis dan Evaluasi Peraturan  

Perundang-undangan 

3.1 Undang-undang Dasar 1945: Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) 

Kinerja dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir 

ini memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak 

terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan 

tanpa mengurangi kualitas suatu peratuan perundang-undangan. Percepatan 

penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu didorong terhadap 

program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan program-

program startegis pembangunan. 

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah 

menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam 

rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran 

dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-

undanagan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan 

peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan 

konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional 

memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan 

Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program- 

program Pemerintah di daerah. 
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Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk 

mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya 

kepastian hukum Peraturan perundang-undanagn harus memenuhi syarat- syarat 

tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-

undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, 

kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai 

peraturan perundang-undangan. 

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan 

dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar 

dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

3.2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Pasal 1 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan 

perundangundangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 

Pasal 2 

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan 

penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya 

agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta 

keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pasal 5 

(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah : 

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi 
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kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud 

Pasal 4 Ketetapan ini. 

b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui 

identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai 

potensi pembangunan nasional. 

c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi 

sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab 

sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi 

tradisional. 

d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan 

melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya 

alam tersebut. 

e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul 

selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna 

menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas 

prinsipprinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. 

f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber 

daya alam secara berlebihan. 

g. Menyusun stategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada 

optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan 

masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional. 

3.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria 

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 

perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, 

sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk 

membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan. 

Dalam hal ini, hukum Agraria yang ada dan berlaku sampai saat ini, yang mana 

seharusnya mampu menjadi alat dan penyokong dalam pembangunan masyarakat yang 
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adil dan makmur justru menjadi penghambat dari tercapainya cita-cita tersebut, adapun 

ketentuan mengenai lahan pertanian sebagai mana diatur dalam pasal-pasal berikut:  

Pasal 2 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai 

yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang 

untuk: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa 

Pasal 4 

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 

yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan 

peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

Pasal 15 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya 

adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. 
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3.4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan 

berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, 

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu 

ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna 

dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah 

nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan 

keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 memerintahkan perlunya perlindungan terhadap 

kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang, dan 

juga mengatur tentang segala sesuatu yang fundamental yang berkaitan dengan penataan 

ruang dan berkaitan dengan pemerintah daerah. 

Pasal 2 

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan 

berdasarkan asas: 

a. keterpaduan; 

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 

c. keberlanjutan; 

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 

e. keterbukaan; 

f. kebersamaan dan kemitraan; 

g. pelindungan kepentingan umum; 

h. kepastian hukum dan keadilan; dan 

i. akuntabilitas. 

Pasal 7 

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan 

kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

3.5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan 

bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan 

segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting 

bernegara.  

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi 

segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga 

menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan 

dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto 

Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR).  

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan 

pembangunan pertanian berkelanjutan.  

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang 

bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang 

menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja 
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memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok 

dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya 

masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya 

alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap 

lahan selalu meningkat.  

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan 

kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap 

produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan 

perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan 

pertanian pangan selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu 

mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang 

potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya 

luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat 

kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan 

melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. 

Adapun ketentuan dan kewenangan pemerintah daerah diatur pada pasa-pasal berikut: 

Pasal 2 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. manfaat; 

b. keberlanjutan dan konsisten; 

c. keterpaduan; 

d. keterbukaan dan akuntabilitas; 

e. kebersamaan dan gotong-royong; 

f. partisipatif; 

g. keadilan; 

h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
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i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; 

j. desentralisasi; 

k. tanggung jawab negara; 

l. keragaman; dan 

m. sosial dan budaya.  

Pasal 3 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: 

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 

b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 

e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 

f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 

h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 

i. mewujudkan revitalisasi pertanian.  

Pasal 4 

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: 

a. perencanaan dan penetapan; 

b. pengembangan; 

c. penelitian; 

d. pemanfaatan; 

e. pembinaan; 

f. pengendalian; 

g. pengawasan; 

h. sistem informasi; 

i. perlindungan dan pemberdayaan petani; 

j. pembiayaan; dan 

k. peran serta masyarakat.  
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Pasal 5 

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dapat berupa: 

a. lahan beririgasi; 

b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau 

c. lahan tidak beririgasi.  

Pasal 18 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; dan 

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 19 

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan 

Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi. 

Pasal 20 

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata 

ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. 
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Pasal 21 

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata 

ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 22 

(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah 

ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. 

(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah 

ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota. 

Pasal 23 

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam 

Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan 

Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. 

(3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam 

Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

(4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

(1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan 

perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis 

nasional. 

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 

a. luas kawasan pertanian pangan; 

b. produktivitas kawasan pertanian pangan; 

c. potensi teknis lahan; 
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d. keandalan infrastruktur; dan 

e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. 

Pasal 25 

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah kota. 

Pasal 30 

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan 

penelitian. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sekurangkurangnya meliputi: 

a. pengembangan penganekaragaman pangan; 

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; 

c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

d. inovasi pertanian; 

e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; 

f. fungsi ekosistem; dan 

g. sosial budaya dan kearifan lokal. 

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian. 

Pasal 31 

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah 

ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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Pasal 32 

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang 

dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 34 

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan berkewajiban: 

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan 

b. mencegah kerusakan irigasi. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam: 

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; 

b. mencegah kerusakan lahan; dan 

c. memelihara kelestarian lingkungan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban 

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib 

untuk memperbaiki kerusakan tersebut. 

Pasal 38 

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa: 

a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; 

b. pengembangan infrastruktur pertanian; 

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 
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f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran 

tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau 

g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 

Pasal 44 

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

dapat dilakukan dengan syarat: 

a. dilakukan kajian kelayakan strategis; 

b. disusun rencana alih fungsi lahan; 

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 

d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan. 

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak 

dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b 

tidak diberlakukan. 

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. 

(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada 

hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang 
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dalam arti materiel (wet ini materiele zin) dan Undang-undang dalam arti formil (wet ini 

formele zin). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-

undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undangu-undang 

dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Pembedaan keduanya 

dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-

undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat 

dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah. 

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang- undang harus dibuat 

terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. 

Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. 

Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-

asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya 

suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material. 

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan 

beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang). Secara umum 

isi Undang-undang dapat dikatakan merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh 

ketentuan dalam Undang- undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak 

dilaksanakan maka Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa. 

Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan 

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 
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Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: 

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhinneka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam 

pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah 

disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan 

sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-

asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun. 

Sebagai sebuah Undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan 

peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang 

terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan 

melaksanakan Undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih 

dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail. 
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3.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala 

Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan 

daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelanggarakan otonomi daerah 

sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. 

Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi 

daerah yang bersangkutan. 

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu 

Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan 

Peraturan Daerah. 

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang 

memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan 

pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk 

membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila 

Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan 

kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu 

Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan 

Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada 

Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. 

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan 

daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan 

Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang 

diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final. 
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Dalam rangka menciptakan tertib adminstrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap 

Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih 

dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, 

sedangkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register 

tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang 

dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional. 

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang 

untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan 

urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh 

kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat 

(DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan 

perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi 

3.8 PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan 

peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis 

lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris 

karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini 

disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, 

sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan 

mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfatan lahan untuk 

pembangunan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga 

ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam. 

Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  41 

disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak 

seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. 

Dalam keadaan seperti ini, apabila paradigma dan sudut pandang para pemangku 

kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada`nilai ekonomi 

sewa lahan (land rent economics), maka tidak ada`keseimbangan pembangunan 

pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan berpengaruh 

terhadap penurunan daya dukung lahan dan lingkungan. Hal itu terlihat dari makin 

meningkatnya laju besaran alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun. Alih fungsi 

lahan sawah menjadi lahan non-pertanian dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 

diperkirakan seluas 110.000 (seratus sepuluh ribu) hektar/tahun. 

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung 

dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, 

dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan 

tersebut.  

Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan terdapat di Pulau 

Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di 

luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena 

tingkat kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian alih 

fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, 

tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, 

degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha 

pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi 

dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih 

fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis. 

Adapun ketentuan pengenai kewenangan pemerintah daerah sebagai mana diatur pada 

pasal-pasal berikut ini: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
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(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan 

menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. 

(3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang 

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan 

pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

(4) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang 

dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali 

untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang 

akan datang. 

(5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian 

terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

(6) Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian 

yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan. 

Pasal 4 

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a meliputi: 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  
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Pasal 5 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan. 

Pasal 6 

(1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas: 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional; 

b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan 

c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ kota. 

(2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi. 

(3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) provinsi. 

(4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 

(satu) kabupaten/kota. 

Pasal 8 

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi kriteria: 

a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi 

kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, 

provinsi, dan/atau nasional. 

Pasal 9 

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi persyaratan: 

a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan 

b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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Pasal 13 

(1) Kawasan yang berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang telah 

sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 

Pasal 9 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan provinsi. 

(2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan 

informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat provinsi 

untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 

mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan 

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. 

Pasal 15 

(1) Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan 

kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun 

dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

kabupaten/kota. 

(2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat data dan 

informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat 

kabupaten/ kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan. 

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 

mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan 

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. 

Pasal 16 

(1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh 

Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk 

dikoordinasikan dengan instansi terkait. 

(2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala 

Dinas kabupaten/kota. 

(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh 

Kepala Dinas kabupaten/ kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ kota dalam rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota. 

(4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal 20 

(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

berada: 

a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau 

b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di 

wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 22 

(1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi kriteria: 

a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan 

efisiensi produksi; 

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak 

sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; 

c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau 

d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 

(2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan 

sosial budaya masyarakat. 

(3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan: 
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a. kelerengan; 

b. iklim; dan 

c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan 

pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. 

(4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan: 

a. produktivitas; 

b. intensitas pertanaman; 

c. ketersediaan air; 

d. konservasi; 

e. berwawasan lingkungan; dan 

f. berkelanjutan.  

Pasal 23 

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi persyaratan: 

a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 25 

(1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria 

dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam 

bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.  

(2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan 

informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat 

kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. 

Pasal 26 

(1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh 

Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk 

dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya. 

(2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala 

Dinas kabupaten/kota. 

(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala 

Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang 

wilayah kabupaten/ kota. 

(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota. 

(5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan 

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau 

tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 28 

(1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf c berada: 

a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau 

b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan 

perkotaan di wilayah kabupaten/ kota. 
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Pasal 29 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, 

persyaratan, dan tata cara penetapan. 

Pasal 30 

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat 

ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 

memenuhi kriteria: 

a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan 

efisiensi produksi; 

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ya sangat sesuai, sesuai, atau agak 

sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau 

c. didukung infrastruktur dasar. 

(2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang 

berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat. 

(3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang 

memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan: 

a. kelerengan; 

b. iklim; dan 

c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan 

pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. 

Pasal 31 

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan 

menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan: 

a. tidak dalam sengketa; 

b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan 

c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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Pasal 33 

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 

1 (satu) kabupaten/ kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dalam bentuk usulan 

penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ kota. 

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, 

dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

Pasal 34 

(1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh Kepala Dinas 

kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan 

kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya. 

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota 

yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota. 

(3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/ kota 

kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. 

(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota. 

(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata 

ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 35 

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 

(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: 

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau 

b. terjadi bencana. 

Pasal 46 

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang 

mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada: 

a. bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) 

kabupaten/kota; 

b. gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/ walikota dalam hal lahan yang 

dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau 

c. Presiden setelah mendapat rekomendasi bupati/ walikota dan gubernur dalam hal 

lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat 

persetujuan Menteri. 

3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur 

mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan kepada Petani. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui 

pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  
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Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan 

bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan 

pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan 

teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan 

sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui 

pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, dan penghargaan bagi Petani 

berprestasi tinggi. Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk 

memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, 

mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan. 

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna 

meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia 

pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu 

menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan 

internasional. Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan 

Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan 

kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, 

serta apabila lahannya telah dialihfungsi. Pencabutan Insentif dikenakan secara bertahap 

dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan 

pencabutan Insentif. 

Adapun ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah pada pengaturan LP2B 

adalah sebagai berikut: 

Pasal 3 

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
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b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau 

d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

Pasal 4 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan kepada Petani. 

Pasal 5 

Pemerintah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

kepada Petani dengan jenis berupa: 

a. pengembangan infrastruktur pertanian; 

b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 

c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 

e. jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan/atau 

f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.  

Pasal 7 

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa: 

a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; 

b. pengembangan infrastruktur pertanian; 

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

e. penyediaan sarana produksi pertanian; 

f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan/atau 

g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi. 
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Pasal 10 

(1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 7 huruf c meliputi: 

a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan 

lokal; dan 

b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 

(2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga 

penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani. 

Pasal 20 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif 

kepada Petani berdasarkan pertimbangan: 

a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. kesuburan tanah; 

c. luas tanam; 

d. irigasi; 

e. tingkat fragmentasi lahan; 

f. produktivitas usaha tani; 

g. lokasi; 

h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau 

i. praktik usaha tani ramah lingkungan.  

Pasal 30 

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pengusulan; dan 
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c. penetapan. 

Pasal 34 

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan: 

a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang 

diberikan Insentif kepada bupati/walikota; 

b. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait mengusulkan jenis Insentif 

yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada 

bupati/walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; 

c. jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan 

dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota; 

d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh satuan 

kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan 

daerah kabupaten/kota kepada bupati/walikota; 

e. bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala 

satuan kerja perangkat daerah yang terkait. 

Pasal 39 

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, 

Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani. 

(2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Pasal 40 

Bupati/walikota menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif. 
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3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Pembiayaan Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud di atas dapat juga diperoleh dari 

dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.  

Tujuan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

menjamin tersedianya pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan implementasi Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

peraturan perundang-undangan yang diamanatkannya dalam rangka pencapaian 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.  

Selanjutnya, untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah ini 

harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada antara 

lain Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang pada dasarnya untuk mengintegrasikan dan sinkronisasi dalam 

pelaksanaannya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. 

Adapun ketentuan mengenai pemerintah daerah diatur pada pasal-pasal dibwah ini: 

Pasal 4 

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan 

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas 

dan kewenangannya. 
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(2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, 

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 5 

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi: 

a. perencanaan dan penetapan; 

b. pengembangan; 

c. penelitian; 

d. pemanfaatan; 

e. pembinaan; 

f. pengendalian; 

g. pengawasan; 

h. sistem informasi; dan 

i. perlindungan dan pemberdayaan Petani. 

Pasal 6 

(1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan: 

a. inventarisasi; 

b. identifikasi; dan 

c. verifikasi. 

Pasal 7 

(1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan. 

(2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 

b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan 

dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan 

berkelanjutan. 

(3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 

meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 8 

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat 

(3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Pasal 9 

(1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan: 

a. intensifikasi; dan 

b. ekstensifikasi.  

Pasal 12 

Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan 

pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pasal 13 

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dibiayai meliputi: 

a. pengembangan penganekaragaman pangan; 

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan; 

c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

d. inovasi pertanian; 

e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; 

f. fungsi ekosistem; dan/atau 

g. sosial budaya dan kearifan lokal. 
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Pasal 14 

(1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan 

tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(2) Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 

Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 

lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi. 

Pasal 15 

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 

dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi 

tanah dan air. 

Pasal 16 

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

meliputi: 

a. perlindungan sumber daya lahan dan air; 

b. pelestarian sumber daya lahan dan air; 

c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan d. pengendalian pencemaran. 

Pasal 26 

Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i 

meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap: 

a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; 

b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian; 

c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; 

d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan 

pangan nasional; dan/atau 

e. ganti rugi akibat gagal panen. 

Pasal 29 

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

i meliputi: 
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a. penguatan kelembagaan Petani; 

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

c. pemberian fasilitas sumber permodalan; 

d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; 

e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian; 

f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau 

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. 

Pasal 33 

(1) Perencanaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

bersumber dari APBN dan APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana 

jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota terhadap: 

a. lahan yang dilindungi; 

b. lahan yang dialihfungsikan; dan 

c. lahan pengganti. 

(2) Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berjenjang, koordinatif, dan partisipatif 

mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

(3) Perencanaan Pembiayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan 

pertanian dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional secara berjenjang melalui 

mekanisme perencanaan pembangunan nasional. 

(4) Penyusunan perencanaan Pembiayaan dilakukan: 

a. secara koordinatif dengan instansi terkait; dan 

b. dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat dan Pelaku Usaha. 
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Bab 4 

Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis 

4.1  Landasan Filosofis 

Salah satu tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Hal tersebut mengandung maksud bahwa menjadi tugas negara 

dalam hal ini Pemerintah sebagai pelaksana tugas negara adalah mengusahakan agar 

masyarakat dapat hidup makmur dan sejahtera yaitu adil dalam kemakmuran dan 

makmur dalam keadilan. 

Salah satu unsur yang sangat penting yang mesti diusahakan oleh Pemerintah adalah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengadaan pangan yaitu tersedianya 

kebutuhan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup bagi 

masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian pangan dengan segala 

faktor pendukungnya, seperti prasrana dan sarana irigasi, alat dan mesin pertanian, 

sarana produksi pertanian, prasarana dan sarana transportasi, dan kelembagaan 

pertanian, serta sumber daya manusia (tenaga kerja pertanian) agar menghasilkan 

pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kehidupan dan 

penghidupannya. 

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur 

utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai 

tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama 

kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Kegiatan 

pertanian merupakan salah satu aktifitas paling mendasar bagi manusia, karena semua 

orang perlu makan setiap hari. Pengembangan usaha agribisnis menjadi pilihan sangat 

strategis dan penting sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber-

sumber pertumbuhan ekonomi baru diluar minyak dan gas. 
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Dalam sejarah Indonesia pernah mampu mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 

melalui gerakan “Revolusi Hijau” yaitu gerakan untuk meningkatkan produksi pangan 

melalui usaha pengembangan teknologi pertanian. keberhasilan gerakan revolusi hijau 

merupakan bukti upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Seiring 

pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan 

penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas 

permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan 

teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media 

bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi 

pemanfaatan . 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, 

perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung 

jawab penting bernegara. Apalagi menyangkut tentang perlindungan fungsi tanah oleh 

negara pada lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan atau yang dikenal dengan 

konversi lahan. 

Indonesia merupakan negara agraris yang diartikan tanah dan dihubungkan dengan 

usaha pertanian. Didalam kehidupan kita, tanah memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan pembangunan bangsa, karena didalam konstitusi Undang- Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan dalam Pasal 33 

ayat (3) menyebutkan bahwa: 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait 

perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani maka diharapkan tanah 

tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  62 

lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

Indonesia dikenal sebagai negara lumbung padi yang artinya menghasilkan padi yang 

sangat banyak, baik untuk negara sendiri maupun diekspor ke negara lain. Tetapi saat 

sekarang ini kita merasakan jumlah rumah tangga dengan usaha pertanian terus 

menurun akibat beberapa hal diantaranya alih profesi dan semakin sempitnya lahan 

pertanian karena alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan 

pabrik dan perumahan . 

Lahan pertanian merupakan kekayaan negara yang telah dilimpahkan kepemilikannya 

kepada individu-individu menjadi hak milik atau melalui perlindungan tanah/lahan adat 

yang telah dikuasai oleh kelompok masyarakat secara turun temurun. Oleh karena itu 

dalam pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hendaknya hak-hak individu 

dan/atau kelompok diakomodasi bagi kepentingan umum. 

Pemerintah daerah selaku penguasa negara di daerah dapat menyusun perangkat 

peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan pertanian pangan dan upaya 

pemberian insentif kepada petani, yaitu melalui ketersediaan lahan bagi petani dalam 

rangka menjamin ketersediaan pangan bagi terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat 

Indonesia dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial 

ekonomi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya. Oleh karena itu sangat perlu adanya 

regulasi yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan sehingga ada lahan sawah, 

ladang, tegal/kebun untuk menghasilkan beraneka ragam bahan pangan secara 

berkelanjutan. 

4.3  Landasan Yuridis 

Secara fungsional hukum memang tidak sekedar berperan secara makro dalam rangka 

mempertahankan tertib sosial atau berperan mikro dalam penyelesaian kasus individual 

kongkrit. Hukum memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat perekayasa sosial (social 

engineering) . Hal ini termasuk dalam hubungan dengan dipergunakannya hukum sebagai 

salah satu solusi atau sarana yang ditempuh dalam merekayasa suatu keadaan yang 

mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu kondisi yang 
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kondusif bagi terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 

sehingga ketersediaan lahan pertanian pangan tetap dapat dipertahankan. 

Dalam menjalankan fungsi rekayasa sosial ini, hukum dipersepsikan memiliki energi 

kekuasaan untuk dapat mengubah keadaan. Keadaan yang ingin diubah itu harus bertolak 

dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik . 

Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh 

pandangan bahwa aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum 

dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan 

memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistisnya. 

Bertalian dengan norma hukum pengaturan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan 

dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan 

Pasal 33 ayat (3) tersebut, lahan pertanian pangan merupakan salah satu bagian dari 

bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanahkan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tujuan bernegara 

adalah: “ ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial ” 

Sesuai dengan definisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu 

negara, maka perhatian pemerintah tentu dititikberatkan pada kehidupan rakyatnya 

yang merupakan salah satu komponen berdirinya negara. Ide atau tujuan luhur bernegara 

sebagaimana tercantum dalam Hukum Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 adalah mensejahterakan rakyat. Dalam rangka memenuhi 

kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat . dalam mewujudkan perlindungan lahan, 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, negara merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan termasuk mengatur perlindungan lahan pertanian melalui ketentuan 
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UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam hal ini fungsi hukum adalah sebagai 

tindakan afirmatif atau disebut affirmative action yang dimaknai sebagai upaya 

meningkatkan kesempatan bagi orang maupun sekelompok orang untuk mengenyam 

kemajuan dalam jangka waktu tertentu. Melalui kebijakan pemberian insentif dan 

penghargaan petani dan pemilik lahan dorong untuk menetapkan lahannya sebagai lahan 

pertanian pangan berkelanjutan dan tidak dialihfungsikan . 

Pada bagian lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum itu harus dilihat 

sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen. Komponen-komponen 

tersebut adalah : 

a) Substansi hukum (legal substance), yaitu aturan-aturan dan normanorma umum. 

b) Struktur hukum (legal structure), yaitu penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim 

dan pengacara serta institusi yang melahirkan produkproduk hukum. 

c) Budaya hukum (legal culture), yaitu meliputi ide-ide, pandanganpandagan tentang 

hukum, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan berlaku, merupakan bagian dari 

kebudayaan pada umumnya, yang dapat memyebabkan orang mematuhi atau 

sebaliknya, menyimpangi apa yang sudah dirumuskan dalam substansi hukum. 

Adapun menurut Soerjono Soekanto , bahwa ada beberapa faktor yang memegaruhi 

penegakan hukum, yaitu: 

a) Faktor hukumnya sendiri, yang terkait dengan peraturan perundangundangan; 

b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum; 

c) Faktor sarana maupun fasilitas, yang mendukung penegakan hukum; 

d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku; 
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e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang dilandasi pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Berdasarkan kedua pandangan tersebut di atas maka kebijakan untuk melindungi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan sebenarnya merupakan langkah awal yang memerlukan 

tindakan ikutan yaitu bagaimana substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2009 itu dimaknai secara menyeluruh terutama berkaitan dengan politik hukum dan 

tujuan pembentukan hukum. Karena bila hukum itu dibentuk, ia harus dapat ditegakan 

dan ia diharapkankan mampu mengemban misi hukum dalam memberi kepastian, 

kemanfaatan sekaligus membawa keadilan . 

4.3  Landasan Sosiologis 

Hubungan manusia dengan tanah/lahan telah ada sejak penciptaan manusia pertama kali, 

yaitu manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Pada permukaan 

dan di bawah permukaan lahan dapat ditemukan air dan udara yang juga merupakan asal 

muasal segala sesuatu yang hidup termasuk manusia. Interaksi antara tanah/lahan, air 

dan udara dengan manusia sebagai suatu siklus aliran metabolisme yang membentuk 

tubuh manusia. Hubungan antara tanah/lahan dengan manusia demikian kokohnya dan 

terbina sepanjang siklus kehidupan manusia sejak lahir, hidup dan mati, serta dari 

generasi ke generasi. Padanya terbangun hubungan hakiki yang bersifat magis-religius, 

yaitu hubungan yang amat erat antara tanah/lahan dengan manusia sebagai individu, 

kelompok ataupun sebagai bangsa. 

Dalam batas-batas geografis tertentu, manusia mengklaim haknya atas tanah. Hak 

manusia atas tanah itulah yang merupakan kekuasaan teritorial yang dikelaim oleh 

individu atau kelompok sebagai hak milik, hak penguasaan maupun hak pengelolaan serta 

sebagai wilayah teritorial suatu negara atau bangsa. Eksistensi sosiologis jati diri manusia 

sebagai pribadi atau kelompok ditentukan oleh haknya atas tanah/lahan di mana ia 

berdomisili, berusaha, dan/atau bercocok tanam dan/atau memelihara ternak, sekaligus 

menjadi batas wilayah negara atau bangsa. 
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Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang 

bercorak agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada 

sektor pertanian. Dalam posisi yang demikian lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, 

sosial bahkan secara filosofis lahan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan 

pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha 

pertanian, terutama pada kondisi dimana sebagian besar bidang usaha yang 

dikembangkan masih tergantung kepada pola pertanian yang bersifat land based 

agricultural. Lahan merupakan sumberdaya yang unik dimana jumlahnya tidak 

bertambah, namun kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Oleh karena itu, 

ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian 

secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan 

nasional. 

Konversi lahan pertanian menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ketahanan 

pangan. Lahan pertanian yang berubah fungsi akan mempunyai implikasi yang serius 

terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat disekitar lahan yang 

dikonversi tersebut. Permasalahan semakin kompleks, karena konversi lahan pertanian 

subur belum diimbangi oleh upaya yang sistematis untuk dapat mengembangkan lahan 

yang potensial. Konversi lahan pertanian pangan menyebabkan semakin sempitnya luas 

garapan usahatani dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, 

pengendalian konversi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian 

pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan 

pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan 

masyarakat. 

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari 

fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak 

negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat 

diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang 

secara garis besar menurut Pasandaran, ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun 

bersamasama,yang merupakan determinan konversi lahan, yaitu kelangkaan sumber 

daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak 



Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  67 

dari konversi lahan tidak hanya dirasakan oleh para pemilik lahan, tetapi dapat dirasakan 

secara meluas oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Disamping menurunnya produktivitas, alih fungsi lahan berdampak lebih lanjut pada 

kekeringan dan serangan hama. Konversi lahan bersifat irreversible (tidak dapat 

kembali), sementara upaya menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh 

anggaran pembangunan, keterbatasan sumberdaya lahan dan inovasi teknologi. 

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari 

reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan 

aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor IX/MPR- RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 

Alam. 

Menurut Irawan , alih fungsi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam 

pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan 

persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena 

ekonomi dan sosial, yaitu 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk 

dan 3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga 

pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan 

untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. 

Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan 

yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. 

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan 

lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan 

kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani 

dan masyarakat pada umumnya. 

Sementara itu, visi pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi 

ideal adil dan makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi 

ideal tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (sustainable 

agriculture) menjadi prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di 
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Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan sistem pertanian menuju usahatani 

berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia. 

Pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran dan fungsi penting bagi sebagian 

masyarakat Indonesia yang memiliki sumber penghasilan di sektor agraris sehingga 

lahan pertanian pangan memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, budaya, dan religius.Namun 

meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan serta kebutuhan lahan untuk 

pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan maka perlu diupayakan meningkatkan kedaulatan pangan . 
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Bab 5 

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup 

Materi Muatan Undang-undang 

5.1  Sasaran 

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan 

landasan dan kepastian hukum dalam penetapan perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan 

dibentuk ini adalah terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

Dengan demikian penyusunan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

melibat partisipasi masyarakat, baik melalui penyerapan aspirasi, lembaga-lembaga yang 

ada di daerah, maupun partisipasi langsung dengan memberikan masukan lisan dan/atau 

tertulis. 

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan 

pedoman bagi: 

a) Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing organisasi 

perangkat daerah menetapkan pedoman perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dengan peraturan daerah; 

b) Pemerintahan daerah dalam menetapkan pedoman perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan peraturan daerah. 

5.2  Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan 

pedoman bagi: 

a) Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing masyarakat 

maupun kelompok masyarakat serta individu dengan peraturan daerah; 
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b) Pemerintahan daerah dalam menetapkan pedoman perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan peraturan daerah. 

5.3  Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang 

5.3.1  Ketentuan Umum  

Ketentuan umum berisi tentang 

a) Batasan pengertian atau defenisi 

b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau defenisi 

c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

5.3.2  Materi Muatan 

5.3.2.1  Pelaksanaan 

Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin 

konservasi tanah dan air, oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab atas pelaksanaan konservasi tanah dan air. Bagi pemilik lahan yang 

telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban untuk 

memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan mencegah kerusakan irigasi. Kewajiban 

pemilik lahan pertanian dalam menjaga kesuburan diwujudkan dalam penggunaan 

sistem pemupukan berimbang dalam penggunaan pupuk organik dan non organik, dalam 

menjamin kelangsungan supply air dengan menggunakan sistem bank air dimana setiap 

kelompok tani mempunyai embung air. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan 

terhadap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

Kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa: Koordinasi dalam melakukan perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan 

tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkenajutan, pembimbingan, supervise 

dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. 
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Diaturnya kembali lahan pertanian untuk dilindungi dari ancaman konversi merupakan 

momentum baru untuk tetap menjaga keberadaan lahan pertanian dalam rangka 

mendukung ketahanan pangan bangsa dengan tetap terjaganya tingkat produksi pangan. 

5.3.2.2  Pengawasan 

Untuk menjamin tercapainya pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan 

dilakukan pengawasan terhadap kinerja: perencanaan dan penetapan, pengembangan, 

pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan secara berjenjang 

oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi daan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 

kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan pelaporan, pemantauan dan 

evaluasi. Kegiatan pelaporan juga dilakukan secara berjenjang vertikal dimulai dari 

Pemerintah terendah yaitu desa/ kelurahan dan terakhir pada tingkat Pemerintah 

daerah. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengamati dan 

memeriksa laporan dengan pelaksanaan di lapangan dan apabila dari hasil pemantauan 

dan evaluasi telah terjadi penyimpangan maka Bupati wajib mengambil langkah 

penyelesaian. 

5.3.2.3  Evaluasi 

Untuk mengetahui keberhasilan jalannya perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan maka akan dievaluasi oleh pemerintah dearah dalam hal ini Bupati serta 

perangkat daerah yang terkait. 

5.3.2.4  Pembiayaan 

Biaya pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Purwakarta atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

5.3.2.5  Ketentuan Sanksi 

Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dengan sengaja atau 

terencana untuk melanggar ketentuan yang telah diatur maka diberikan sanksi 

administratif. Sanski yang diberikan pada setiap individu maupun kelompok bisa berupa 

pembinaan dan seterusnya hingga pada sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala 

Daerah. 
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Bab 6 

Penutup 

6.1  Kesimpulan 

Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan 

baru sehingga menimbulkan kompetisi penggunaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian 

pangan ke non pertanian pangan yang dapat mengancam ketahanan dan kemandirian 

pangan. Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan demi terjamin hak atas pangan bagi masyarakat. 

Guna melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta guna melaksanakan 

ketentuan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur perlindungan dan penetapan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam suatu peraturan daerah. 

6.2  Rekomendasi 

Peran aktif Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu segera diwujudkan dalam 

bentuk inisiasi kebijakan daerah berupa pembentukan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah 

dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilindungi. 
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BUPATI PURWAKARTA  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 NOMOR ... TAHUN ............. 

TENTANG 

 

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan 

sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi 

dan dikembangkan secara konsisten; 

b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang 

strategis dalam mendukung perekonomian 

nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, 

dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna 

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan untuk kesejahteraan 

masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka memberikan dasar 

pengaturan pelaksanaan perlindungan lahan 

pertanian pangan di Kabupaten Purwakarta 

berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang 
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Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

diperlukan pengaturan mengenai perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara       Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5068); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5280); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5103); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 

19,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5279); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5283); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5288); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 

2017  Nomor  73,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 163); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

41/Permentan/Ot.140/9/2009 Tentang Kriteria 

Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

305); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman 

Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, 

dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 205); 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

80/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Kriteria 

Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi 

Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1042); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 24); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 

Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 

27); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

dan  

BUPATI PURWAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN 

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 

 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten  Purwakarta. 
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2. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 

mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, 

dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh 

manusia. 

6. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian. 

7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. 

8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan 

potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan 

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan 

datang. 

9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem 

dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, 

mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, 

dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara 

berkelanjutan. 

10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 

susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. 

11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya 

pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki 

hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau 
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hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta 

unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan 

dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, 

dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan 

pangan serta kesejahteraan rakyat. 

13. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga 

negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan 

untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 

15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara 

mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin 

hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi 

masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang 

sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 

16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai 

makanan utama bagi konsumsi manusia. 

17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi 

bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap 

maupun sementara. 

18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur 

ruang dan pola ruang Daerah. 

19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk 

menunjang pertanian. 

20. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan 

Irigasi meliputi sawah beirigasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, 

sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan. 

21. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah 

hujan dan lahan kering. 

22. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan 
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Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas 

kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk 

mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan. 

23. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 

dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 

mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda 

lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan 

kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial 

ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. 

24. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 

kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi 

penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, 

pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian 

produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu 

sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

25. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang 

mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS  

Bagian Kesatu  

Maksud dan Tujuan  

Pasal 2  

Pelindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan 

guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan 

penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan 

pertanian pangan.  

 

Pasal 3  

Pelindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:  
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a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan;  

b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan;  

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;  

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;  

e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 

masyarakat;  

f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;  

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang 

layak;  

h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan  

i. mewujudkan revitalisasi pertanian.  

 

Bagian Kedua  

Asas  

Pasal 4  

Pelindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:  

a. manfaat;  

b. keberlanjutan dan konsisten;  

c. keterpaduan;  

d. keterbukaan dan akuntabilitas;  

e. kebersamaan dan gotong-royong;  

f. partisipatif;  

g. keadilan;  

h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;  

i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;  

j. desentralisasi;  

k. tanggung jawab negara;  

l. keragaman; dan  

m. sosial dan budaya.  
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BAB III 

PERENCANAAN DAN PENETAPAN 

Bagian Kesatu 

 Umum  

Pasal 5 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 6 

(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian 

Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada 

kawasan perkotaan di Daerah. 

(2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan 

berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan 

dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk. 

 

Pasal 7 

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, 

Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan untuk dilindungi. 

 

Bagian Kedua  

Perencanaan  

Pasal 8 

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada: 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 
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pada: 

a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan 

penduduk; 

b. pertumbuhan produktivitas; 

c. kebutuhan pangan Daerah; 

d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan; 

e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 

f. musyawarah petani. 

(4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan 

Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan. 

(5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) didasarkan pada kriteria: 

a. ketersediaan lahan; 

b. ketersediaan infrastruktur; 

c. penggunaan Lahan; 

d. potensi teknis Lahan; dan/atau 

e. luasan kesatuan hamparan Lahan. 

 

Pasal 9 

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan 

dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku 

lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

serta kegiatan yang menunjang. 

(2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis 

Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah. 

(3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman 

Pertanian Pangan di Daerah. 

 

Pasal 10 

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas: 
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a. perencanaan jangka panjang; 

b. perencanaan jangka menengah; dan 

c. perencanaan tahunan. 

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka 

panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, 

sasaran, serta penyiapan luas Lahan Cadangan dan luas lahan 

baku. 

(3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran 

produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan 

pembiayaan. 

Pasal 11 

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali 

dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah 

yang membidangi pertanian berdasarkan: 

a. inventarisasi; 

b. identifikasi; dan 

c. penelitian. 

(2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan 

dan saran perbaikan. 

(3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(4) Usulan perencanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan 

dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten. 

 

Pasal 12 

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah 

pertanian pangan. 

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Bagian Ketiga  

Penetapan  

Paragraf 1  

Umum 

Pasal 13 

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, 

rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten. 

 

Pasal 14 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

dengan penetapan: 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  di dalam dan di luar 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di  dalam dan di luar 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 15 

(1) Penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan 

bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan 

di wilayah kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan 

zonasi. 

(3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan bagian dari 

penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah 

kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan 

peraturan zonasi. 

(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan 

bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang 

wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

Paragraf 2 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  

Pasal 16 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian 

terutama pada Kawasan Perdesaan. 

 

Pasal 17 

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus 

memenuhi kriteria: 

a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat 

memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat 

setempat, Daerah, provinsi, dan/atau nasional. 

 

Pasal 18 

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus 

memenuhi persyaratan: 

a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan 

pertanian; dan 

b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 
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Pasal 19 

(1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan 

kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

dan Pasal 18 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi 

tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku 

tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan. 

(3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu 

pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari 

masyarakat. 

 

Pasal 20 

(1) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk 

dikoordinasikan dengan instansi terkait. 

(2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah 

yang membidangi pertanian. 

(3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati 

untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Tata Ruang. 

(4) Ketentuan mengenai penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 
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Paragraf 3 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  

Pasal 21 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf b berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada 

kawasan perkotaan di Daerah. 

 

Pasal 22 

(1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus 

memenuhi kriteria: 

a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung 

produktivitas dan efisiensi produksi; 

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat 

sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan 

Pertanian Pangan; 

c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau 

d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan. 

(2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan 

mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat. 

(3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian 

Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan 

dengan mempertimbangkan: 

a. kelerengan; 

b. iklim; dan 

c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk 

dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan. 

(4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan 

dengan pertimbangan: 

a. produktivitas; 
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b. intensitas pertanaman; 

c. ketersedian air; 

d. konservasi; 

e. berwawasan lingkungan; dan 

f. berkelanjutan. 

 

Pasal 23 

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus 

memenuhi persyaratan: 

a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan 

b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

Pasal 24 

(1) Lahan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan 

kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

dan Pasal 23 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi 

tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku 

tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan. 

(3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 

memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat. 

 

Pasal 25 

(1) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk 

dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi 

terkait lainnya. 



19 
 

(2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat Daerah 

yang membidangi pertanian. 

(3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati 

untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dalam rencana detail tata ruang. 

(4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. 

(5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana 

detail tata ruang dan Rencana Tata Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 26 

(1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 

sejumlah 16.371,2 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. 

(2) Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kecamatan adalah sebagai 

berikut : 

a. Kecamatan Babakancikao seluas 371,6 hektar; 

b. Kecamatan Bojong seluas 1.237,1 hektar; 

c. Kecamatan Bungursari seluas 593,3 hektar; 

d. Kecamatan Campaka seluas 1.23,7 hektar; 

e. Kecamatan Cibatu seluas 1.259,4 hektar; 

f. Kecamatan Darangdan seluas 1.455,0 hektar; 

g. Kecamatan Jatiluhur seluas 484,5 hektar; 

h. Kecamatan Kiarapedes seluas 811,7 hektar; 

i. Kecamatan Maniis seluas 839,6 hektar; 

j. Kecamatan Pasawahan seluas 1.032,1 hektar; 

k. Kecamatan Plered seluas 1.164,1 hektar; 

l. Kecamatan Pondoksalam seluas 1.131,7 hektar; 
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m. Kecamatan Purwakarta seluas 441,5 hektar; 

n. Kecamatan Sukasari seluas 530,6 hektar; 

o. Kecamatan Sukatani seluas 1.246,1 hektar; 

p. Kecamatan Tegalwaru seluas 1.773,6 hektar; dan 

q. Kecamatan Wanayasa seluas 975,5 hektar; 

 

Paragraf 4 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan  

Pasal 27 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di 

luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf c: 

a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan 

hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan 

perkotaan di Daerah. 

 

Pasal 28 

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah 

dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yang dapat 

ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan harus memenuhi kriteria: 

a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung 

produktivitas dan efisiensi produksi; 

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat 

sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan 

Pertanian Pangan; dan/atau 

c. di dukung infrastruktur dasar. 

(2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan 

yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berada pada kesatuan hamparan 

Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan 

mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya 
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masyarakat. 

(3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan 

yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang memiliki potensi teknis dan 

kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai 

untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan: 

a. kelerengan; 

b. iklim; dan 

c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk 

dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan. 

 

Pasal 29 

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah 

dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yang dapat 

ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

harus memenuhi persyaratan: 

a. tidak dalam sengketa; 

b. status kepemilikan yang sah; dan 

c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

Pasal 30 

(1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah 

dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 

disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data 

dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi 

luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. 
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Pasal 31 

(1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi 

pertanian kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi 

penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor 

Pertanahan dan instansi terkait lainnya. 

(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah 

yang membidangi penataan ruang kepada kepala Perangkat 

Daerah yang membidangi pertanian. 

(3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan 

oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian 

kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan daerah dalam rencana detail tata ruang. 

(4) Dalam hal rencana rinci detail ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. 

(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dalam rencana detail tata ruang dan Rencana Tata Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB IV 

PENGEMBANGAN 

Pasal 32 

(1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi 

dan ekstensifikasi Lahan. 



 

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, dan/atau 

korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman 

pangan. 

(3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi 

dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya 

dikuasai oleh warga negara Indonesia. 

(4) Dalam pengembangan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah 

Kabupaten melakukan inventarisasi dan identifikasi. 

 

Pasal 33 

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan : 

a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; dan/atau 

c. Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui pengembagan usaha agribisnis 

tanaman pangan. 

(3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar 

dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas 

tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

apabila : 

a. Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi 

sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak 

dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat 



 

dan tujuan pemberian hak; atau 

b. Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak 

dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. 

(5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) apabila: 

a. Tanah tersebut diberikan dasar penguasaan atas tanah, 

tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai 

dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan 

tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; 

atau 

b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan izin/leputusan/surat dari yang 

berwenang. 

(6) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui: 

a. peningkatan kesuburan tanah; 

b. peningkatan kualitas benih atau bibit; 

c. pendiversifikasian tanaman pangan; 

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; 

e. pengembangan Irigasi; 

f. pemanfaatan teknologi pertanian; 

g. pengembangan inovasi pertanian; 

h. penyuluhan pertanian; dan/atau 

i. jaminan akses permodalan. 

 

Pasal 34 

(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan: 

a. pencetakan Lahan Pertanianm Pangan Berkelanjutan; 

b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; dan/atau 

c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 



 

(2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha 

agribisnis tanaman pangan. 

(3) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan 

tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas 

tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V  

PENELITIAN 

Pasal 35 

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

dengan dukungan penelitian. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a. pengembangan penganekaragaman pangan; 

b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan; 

c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

d. inovasi pertanian; 

e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi; 

f. fungsi ekosistem; dan 

g. sosial budaya dan kearifan lokal. 

(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat 

diikutsertakan dalam penelitian. 

 

Pasal 36 

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap 

Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk 

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 37 



 

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan 

informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna 

lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI  

PEMANFAATAN 

Pasal 38 

(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

dengan menjamin konservasi tanah dan air. 

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi: 

a. perlindungan sumber daya lahan dan air; 

b. pelestarian sumber daya lahan dan air; 

c. pengelolaan kualitas lahan dan air; 

d. pengendalian pencemaran. 

(3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 39 

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan 

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib: 

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan 

b. mencegah kerusakan Irigasi. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta 

dalam: 

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; 

b. mencegah kerusakan lahan; dan 

c. memelihara kelestarian lingkungan. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

(5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan 

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib 

memperbaiki kerusakan tersebut. 

 

Pasal 40 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 

g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi lahan; 

i. pencabutan insentif; dan/atau 

j. denda administratif. 

 

BAB VII 

PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 41 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengendalian 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi. 

(2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian: 

a. insentif; 

b. disinsentif; 

c. mekanisme perizinan; 

d. proteksi; dan 

e. penyuluhan. 



 

 

Bagian Kedua 

Insentif dan Disinsentif 

Paragraf 1 

 Insentif 

Pasal 42 

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diberikan 

kepada Petani berupa: 

a. keringanan pajak bumi dan bangunan; 

b. pengembangan infrastruktur pertanian; 

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas 

unggul; 

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; 

f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan 

melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; 

dan/atau 

g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi. 

 

Pasal 43 

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan 

dengan mempertimbangkan: 

a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. tingkat kesuburan tanah; 

c. luas tanam; 

d. Irigasi; 

e. tingkat fragmentasi Lahan; 

f. produktivitas usaha tani; 

g. lokasi; 

h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau 

i. praktik usaha tani ramah lingkungan. 

 

Paragraf 2  

Disinsentif  

Pasal 44 

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, berupa 



 

pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang: 

a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; 

b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian 

Insentif; dan/atau 

c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 45 

(1) Petani yang dikenakan disinsentif wajib mendapatkan pembinaan 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani. 

 

Bagian Ketiga 

 Alih Fungsi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 46 

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 

(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten: 

a. dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 

atau 

b. karena terjadi bencana. 

 

Pasal 47 

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terbatas pada 

kepentingan umum yang meliputi: 

a. jalan umum; 

b. waduk; 

c. bendungan; 

d. Irigasi; 

e. saluran air minum atau air bersih; 



 

f. drainase dan sanitasi; 

g. bangunan pengairan; 

h. pelabuhan; 

i. bandar udara; 

j. stasiun dan jalan kereta api; 

k. terminal; 

l. fasilitas keselamatan umum; 

m. cagar alam; dan/atau 

n. pembangkit dan jaringan listrik. 

(2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat 

dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang dan/atau rencana detail tata ruang. 

 

Pasal 48 

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 49 

(1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang 

mengalihfungsikan. 

(2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf b, Lahan Pengganti wajib disediakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten. 

 

Paragraf 2  

Persyaratan  

Pasal 50 

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 



 

dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan 

persyaratan: 

a. memiliki kajian kelayakan strategis; 

b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 

d. ketersediaan Lahan Pengganti. 

 

Pasal 51 

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

huruf a paling sedikit mencakup: 

a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan; 

b. potensi kehilangan hasil; 

c. resiko kerugian investasi; dan 

d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. 

 

Pasal 52 

Rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b paling sedikit 

mencakup: 

a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan; 

b. jadwal alih fungsi; 

c. luas dan lokasi Lahan Pengganti; 

d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan 

e. pemanfaatan Lahan Pengganti. 

 

Pasal 53 

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi 

oleh pihak yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Selain Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak 

yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi 

infrastruktur. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada 



 

ayat (2) dikenakan sanksi administratif. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 

g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi lahan; 

i. pencabutan insentif; dan/atau 

j. denda administratif. 

 

Pasal 54 

(1) Ketersediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan 

dalam kondisi siap tanam. 

(2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperoleh dari: 

a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; 

b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah 

terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau 

c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

(3) Dalam menentukan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus mempertimbangkan: 

a. luasan hamparan Lahan; 

b. tingkat produktivitas Lahan; dan 

c. kondisi infrastruktur dasar. 

 

Pasal 55 

(1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan 



 

dengan ketentuan: 

a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan terhadap Lahan yang 

dialihfungsikan berupa Lahan Beririgrasi; 

b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan terhadap Lahan yang 

dialihfungsikan berupa Lahan Tidak Beririgrasi. 

(2) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program 

tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana 

program jangka panjang instansi terkait pada saat alih fungsi 

direncanakan. 

(3) Untuk keperluan penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten 

melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara 

daftar Lahan tersebut dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 56 

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan Lahan 

Pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan 

pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 57 

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia 

Lahan Pengganti. 

(2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 

(2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur 

secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti 

tidak dapat ditunda, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan: 

a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan 

b. menyediakan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan terhitung sejak alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan. 



 

 

Paragraf 3 

Tata Cara 

Pasal 58 

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau karena terjadi 

bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 

mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian. 

 

Pasal 59 

(1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi. 

(2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit berasal dari unsur: 

a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian; 

b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 

pembangunan; 

c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan 

d. Kantor Pertanahan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan 

keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

 

Pasal 60 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan 

dan Lahan Pengganti diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata 

Ruang. 

 

Paragraf 4 

Ganti Rugi 

Pasal 61 

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 



 

dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang 

mengalihfungsikan. 

(2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai 

investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 

(3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan 

infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti. 

(4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan 

penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari anggaran pendapatan 

belanja daerah Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi. 

(5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) didasarkan pada: 

a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun 

pada Lahan yang dialihfungsikan; dan 

b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada 

Lahan Pengganti. 

 

Pasal 62 

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya 

dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara 

permanen, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penggantian 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai keperluan. 

 

Pasal 63 

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, 

kecuali untuk kepentingan umum. 

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan tanah Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula. 

(3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya 



 

kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut 

sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 64 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak 

irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan 

tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

melakukan rehabilitasi. 

 

 

BAB VIII 

SISTEM INFORMASI 

Pasal 65 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Sistem 

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat 

diakses oleh masyarakat. 

(2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling 

sedikit memuat data lahan tentang: 

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

d. Tanah terlantar dan subjek haknya. 

(3) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat informasi tentang: 

a. fisik alamiah; 

b. fisik buatan; 

c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; 

d. status kepemilikan dan/atau penguasaan; 

e. luas dan lokasi Lahan; dan 

f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok. 

(4) Bupati wajib menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun 

kepada DPRD. 



 

 

Pasal 66 

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  61 

dilakukan sampai kecamatan dan desa. 

 

Pasal 67 

(1) Bupati bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar 

pertanian pangan berkelanjutan. 

(2) Hasil inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Gubernur. 

 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 68 

(1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah. 

(2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pembiayaan perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari: 

a. Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; 

b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau 

masyarakat; 

c. hibah; dan/atau 

d. investasi. 

(3) Pembiayaan dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Pembiayaan dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, 

dan/atau masyarakat serta hibah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

tidak mengikat kepada penerimanya. 

 



 

BAB X  

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 69 

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok. 

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam tahapan: 

a. perencanaan; 

b. pengembangan; 

c. penelitian; 

d. pengawasan; 

e. pemberdayaan petani; dan/atau 

f. pembiayaan. 

 

Pasal 70 

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

dilakukan melalui: 

a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan 

atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten; 

b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan 

dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

c. penelitian; 

d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja; 

e. pemberdayaan Petani; 

f. pembiayaan; 

g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan 

h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

 

Pasal 71 



 

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

masyarakat berhak: 

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan 

b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

 

BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu  

Pembinaan  

Pasal 72 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan: 

a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan 

pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 

b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

(2) Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan 

pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. koordinasi perlindungan; 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; 

d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; 

e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

dan/atau 

f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 

 

Bagian Kedua  

Pengawasan  

Pasal 73 

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan 



 

terhadap kinerja: 

a. perencanaan dan penetapan; 

b. pengembangan; 

c. pemanfaatan; 

d. pembinaan; dan 

e. pengendalian. 

 

Pasal 74 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73  meliputi: 

a. pelaporan; 

b. pemantauan; dan 

c. evaluasi. 

 

Pasal 75 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a 

dilakukan secara berjenjang oleh: 

a. pemerintahan desa atau kelurahan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten melalui camat dalam bentuk laporan 

berkala; dan 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah provinsi. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, 

dan pemanfaatan serta pengendalian. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara 

terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten 

dalam laporan tahunan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

dalam laporan tahunan. 

 

Pasal 76 

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 



 

73 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan 

memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, 

pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian 

dengan pelaksanaan di lapangan. 

(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati 

mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 77 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan 

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

Pasal 78 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta. 

 

Ditetapkan di Purwakarta 

pada tanggal ...............  

BUPATI PURWAKARTA, 

 

ttd 

 

................................ 

 

Diundangkan di Purwakarta  

pada tanggal ...........  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, 

ttd 

......................... 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 
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